BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 8b TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SEMENTARA TEMPAT PELELANGAN IKAN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun
2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, bahwa
Penyediaan tempat pelelangan yang secara Kkhusus
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan
pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan
termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang
disediakan ditempat pelelangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Banggai Kepulauan tentang Penetapan Lokasi Sementara
Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor
S);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI

SEMENTARA TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.
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KESATU : Menetapkan Lokasi Sementara Tempat Pelelangan Ikan Di
Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Lokasi sementara tempat pelelangan ikan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu Pelabuhan UPTD
Regional Salakan, Pelabuhan Penyebrangan Lumbi-Lumbia,

Pelabuhan Penyebrangan Sambulangan, Pelabuhan
Penyebrangan Sabang, Pelabuhan Penyebrangan Liang,
Pelabuhan Penyebrangan Kalumbatan, Pelabuhan

Penyebrangan Boniton, Pelabuhan Penyebrangan Lolantang
dan Pelabuhan Penyebrangan Leme-Leme Bungin.

KETIGA : Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimasud pada Diktum
KESATU mempunyai fungsi :
a. pemasaran dan distribusi ikan;
b. tempat pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
dan
c. tempat pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan
hasil perikanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 JJanvert olg

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,%

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat-camat se Kabupaten Banggai Kepulauan.



